BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum bagi wargenegara Indonesia yang telah melaksanakan
perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah
berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 di
Kabupaten Badung, yakni adanya perjanjian perkawinan yang dibuat
dihadapan notaris dan telah terdaftar di KUA bagi warganegara Indonesia
beragam islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi warga
negara Indonesia beragam non islam. Warga negara Indonesia yang telah
melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung setelah Putusan
MK Nomor 69/PUU-XI11/ 2015 mendapatkan haknya untuk mempunyai
hak milik atas tanah selama perkawinan yang sesuai dengan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan
Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di
Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak milik atas tanah
selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak pasangan warga negara
Indonesia. Selain itu, dengan adanya perjanjian perkawinan setelah
berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XI11/2015 bagi warga negara
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Badung mengajukan upaya untuk mempetahankan hak milik atas tanah

yang telah menjadi atas namanya.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah
melaksanakan perkawinan untuk mempertahankan hak milik atas tanah
yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor
69/PUU-XI11/2015 di Kabupaten Badung, yakni warga negera Indonesia
yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung
melakukan pelepasan hak milik dengan membuat akta pelepasan hak di
hadapan notaris. Pelepasan hak tersebut didasarkan, karena hak milik atas
tanah yang diperoleh selama perkawinan di punyai oleh subyek hak dengan
dua kewarganegaraan. Dengan demikian, hak milik atas tanah dilepaskan
secara sukarela untuk menjadi tanah negara sebagaimana ketentuan Pasal
27 UUPA) kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan pihak yang
bersangkutan mengajukan permohonan hak kembali terhadap hak milik
atas tanah yang telah dilepaskan tersebut. Permohonan hak dilakukan di
Kantor Badan Pertanahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Proses
permohonan sampai dengan penerbitan sertipikat hak yang baru yang
berasal dari pemberian hak. Berdasarkan adanya bukti berupa serifikat
yang berasal dari pemberian hak dan adanya perjanjian perkawinan

mengenai pemisahan harta, maka hak milik atas tanah yang telah menjadi
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atas namanya warga negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum,
karena hak milik atas tanah bukan tergolong harta bersama sehingga tidak
adanya hak warga negara asing dan sepenuhnya menjadi hak pasangannya

WNI.

B. SARAN

1. Pembentuk Undang-Undang mengadakan revisi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang sesuai dengan perkembangan jaman agar setiap WNI maupun
WNA vyang bertempat tinggal di Indonesia atau WNI yang
melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian
serta perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah serta
mengadakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang

disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XI111/2015.

2. Notaris/PPAT aktif mengadakan sosialisasi terkait penting perjanjian
perkawinan terutama kepada masyarakat yang telah melaksanakan

perkawinan campuran.

3.Bagi WNI vyang telah melaksanakan perkawinan campuran
memperhatikan ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang
berlaku di Indonesia, sehingga hak-hak yang dimiliki khususunya
mengenai hak milik atas tanah tidak menimbulkan permasalahan

hukum di kemudian hari.
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